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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Deskripsi Teori 

1. Stewardship Theory 

Teoril stewardshipl inil adalahl teoril yangl 

diperkenalkanl olehl Donaldsonl danl lDavis pada tahun 1989.
28

 

Teori stewardship merupakan hubungan antara pemerintah 

sebagai steward dan masyarakat sebagai principal yang 

didasarkan pada sifat yang dimiliki manusia seperti jujur, 

amanah, bertangung jawab, dan berintegritas. 

 Teori stewardship sering dihubungkan dengan organisasi 

sektor publik, karena pihak steward akan bertindak berdasarkan 

aspirasi principal. Yang maknanya pihak pemerintah akan 

bertugas sesuai degan keinginan dan kepentingan rakyat. 

Menurutl teori lini, seorang pemimpin memiliki ketertarikan 

untuk mengembangkan dan memajukan organisasinya sehingga 

seorang pemimpin akan melakukan berbagai cara untuk 

menjadikan organisasi tersebut maju dan berkembang. Steward 

percaya bahwa dengan memajukan organisasi maka kebutuhan 

personal dipenuhi, akan berperilaku sesuai dengan kepentingan 

organisasi atau pemilik.
29

 Teori stewardship berakarl pada ilmul 

psikologi danl sosiologi yang didesainl oleh paral peneliti untukl 

membentuk suatul perilaku yangl mengarah padal ―sikapl 

melayani‖. Pada umumnya teori stewardshipl ini digunakan 

untuk melakukan pengujian loyalitas perilaku para pemimpin di 

suatu organisasi. 

Dalam penelitian ini, teori stewardship menjelaskan 

peran pemerintah desa sebagai lembaga yang dapat diandalkan 

untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan 

melaksanakan fungsi dan tugasnya secara tepat. Pemerintah 

sebagai pihak yang memiliki lebih banyak informasi diharapkan 

dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai dengan 

harapan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Salah 

satunya dengan melaksanakan pengelolaan dana desa yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban. Kemudian untuk meningkatkan Indeks 

                                                             
28 L. Donaldson dan J.H. Davis, ‗Stewardship Theory or Agency Theory: CEO 

Governance and Shareholder Returns‖, Australian Journal of Management, Vol. 16, No. 

1, (1991‘, Australian Journal of Management, 16.1 (1991), 46–66. 
29 Imam Ghozali, 25 Grand Theory (Semarang: Yoga Pratama, 2020). 
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Pembangunan Manusia dalam rangka kesejahteraan masyarakat, 

pemerintah sebagai steward  bertugas mnyiapkan sarana dan 

prasrana sebagai penunjang dalam menciptakan standar 

kehidupan yang layak, pengetahuan yang baik, serta umur 

panjang dan hidup sehat. Dan untuk mengatasi permasalahan 

pengangguran, pemerintah sebagai steward bertugas untuk 

mengeluarkan kebijakan yang bisa menciptkan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

stewardship theory di dalam penelitian ini merupakan teori yang 

menjelaskan bagaimana pemerintah (steward) dapat bekerja 

sesuai dengan yang telah dipercayakan dan kepentingan 

masyarakat (principal), sehingga tujuan steward untuk 

mensejahterakan masyarakatnya dapat tercapai. 

2. Dana Desa 

a. Pengertian Dana Desa  

Sebagail upayal pemerintahl terhadapl pelaksanaanl 

danl fungsil desal sesuail denganl kewenanganl yangl 

dimilikil berdasarkanl lUndang-Undangl Nomor 6 Tahunl 

2014, makal pemerintah mengalokasikanl dana desal kepada 

setiapl desa sebagail salah satul sumber pendapatanl desa. 

Danal desa ialah danal yang bersumberl dari Anggaranl 

Pendapatan danl Belanja Negaral (lAPBN) yangl ditujukan 

untukl desa yangl ditransfer melaluil Anggaran Pendapatanl 

dan Belanjal Daerah (lAPBD) kabupatenl atau kotal 

prioritasnya digunakanl terkait pelaksanaanl pembangunan 

danl pemberdayaan masyarakatl desa. Sedangkan menurutl 

lUndang-Undangll Nomor 8ll Tahun 2016l tentangl 

perubahanl kedua atasl Peraturan Pemerintahl Nomor 60l 

Tahun 2014l tentang danal desa yangl bersumberl daril 

Anggaranl Pendapatanl danl Belanjal lNegara, danal desa 

diartikanl sebagai danal yang bersumberl dari Anggaranl 

Pendapatan danl Belanja Negaral yang ditujukanl untuk desal 

yang ditransferl melalui Anggaranl Pendapatan danl Belanja 

Daerahl kabupaten ataul kota yangl digunakan untukl 

membiayai penyelenggaraanl pemerintah, pelaksanaanl 

pembangunan, pembinaanl kemasyarakatan danl 

pemberdayaan lmasyarakat. Dapat disimpulkan bahwal dana 

desal adalah danal transfer melalui APBD yangl bersumber 

daril APBN yangl digunakan untuk pembangunan ldesa. 
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Besaran yangl ditetapkanl sebesar 10%l dari danal luar Danal 

Transfer Daerahl secara lbertahap.
30

  

Menurutl Peraturan Pemerintahl Nomor 72l Tahun 

2005l tentang desal bahwa danal perimbangan keuanganl 

pusat danl daerah yangl diterima oleh kabupatenl atau kotal 

yang dalaml pembagiannya untukl tiap desal dibagikan 

secaral proporsional yangl disebut sebagail alokasi danal 

desa (lADD). Alokasil dana desal menurut lUndang-Undangl 

Nomor 6l Tahun 2014l tentang dana desal merupakan bagianl 

dari danal perimbangan yangl diterima kabupatenl atau kotal 

paling sedikitl 10% dalaml anggaran pendapatanl dan 

belanjal daerah setelahl dikurangi danal alokasi lkhusus.
31

  

b. Teori Pertanggungjawaban 

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai tindakan 

pertanggungjawaban (responsibility) atas suatu tindakan 

yang dilakukan. Menurut Komar Kantaatmaja 1996 

menyatakan tanggung jawab professional adalah tanggung 

jawab hukum (legal liability) dalam hubungan dengan jasa 

professional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab 

professional ini dapat timbul karena penyedia jasa tidak 

memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien 

mereka atau akibat dari kelalaian peneydia jasa tersebut 

mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. 

Dalam memberikan pelayanannya, professional itu 

bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada 

masyarakat. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya 

kesediaan memberikan pelayanan Cuma-Cuma serta 

menghasilkan pelayanan yang bermutu, yang berdampak 

positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab juga berani 

menanggung segala resiko yang timbul akibat dari 

pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi 

menimbulkan dampak yang membahayakn atau mungkin 

merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada 

Tuhan.
32

   

 

                                                             
30 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa (Jakarta 

Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019). 
31 Pemerintah Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 Tentang Desa (Jakarta: Sekretariat Negara, 2005). 
32 Roby Aditiya Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, ‗Kuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah‘, ISAFIR: Islamic Accounting 
and Finance Review, 2.1 (2021), 110–11. 
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c. Sumber Dana Desa 

Belanjal negara merupakan keharusanl pemerintah 

pusatl yang dinyatakanl sebagai pengurangl nilai kekayaanl 

bersih. Belanjal negara terdiril dari belanjal pemerintah 

lpusat, danl transfer kepadal daerah. Belanjal pemerintah 

pusatl menurut jenisnyal adalah belanjal barang, belanjal 

pegawai, belanjal modal, pembayaranl bunga lutang, belanjal 

hibah, bantuanl sosial, lsubsidi, belanjal lain-lainl dan 

transferl ke daerahl yang termasukl anggaran transferl ke 

daerahl yaitu danal otonomi lkhusus, danal penyesuaian.
33

 

Pemerintahl menerapkan prioritasl dalam penggunaanl dana 

desal setiap tahunnyal yaitu denganl memastikan bahwal 

penggunaan danal desa dapatl mencapai sasaranl 

pembangunan ldesa.
34

 

 Berdasarkanl pada Peraturanl Pemerintah Nomorl 

60 Tahunl 2014 tentangl Dana Desal yang bersumberl dari 

Anggaranl Pendapatan danl Belanja Negaral (APBN), padal 

ayat pasall yang diamandemen padal Peraturan Pemerintahl 

Nomor 168l Tahun 2014l ke 11l ayat 2l yang telahl 

dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian 

secaral berkeadilan lberdasarkan:
35

 

1) Alokasil dasar 

2) Alokasil yang dihitungl memperhatikan jumlahl 

penduduk, angkal kemiskinan, luasl wilayah, tingkatl 

kesulitan geografisl desa setiapl kabupaten/lkota. 

d. Tujuan Dana Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomorl 6 Tahunl 

2014 tentangl desa, tujuan dari adanyal Dana Desal adalah 

sebagail berikut:
36

 

1) Untukl meningkatkan pelayananl publik yang ada dil 

desa. 

2) Untukl mengentaskan kemiskinanl yang adal di ldesa. 

3) Untukl menjadikan perekonomianl desa yangl lebih lbaik. 

                                                             
33 Pemerintah Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003). 
34 Indonesia, Buku Pintar Dana Desa. 
35 Pemerintah Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa Pasal 11 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2020), XIX. 
36 Pemerintah Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014). 



 

17 

 

4) Untukl mengatasi terjadinyal ketidakseimbangan 

pembangunanl antar ldesa. 

5) Untukl memperkuat pembangunanl dengan masyarakatl 

sebagai lsubjeknya. 

3. Indeks Pembangunan Manusia 

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia 

Indeksl Pembangunan Manusial diperkenalkanl oleh 

Unitedl Nation Developmentl Programme (lUNDP) padal 

tahun 1990l an. Menurutl Badan Pusatl Statistik Tahunl 

2021, Indeksl Pembangunan Manusial adalah indikatorl 

komposit yang melakukan pengukuran terhadap 

pembangunan manusia dari 3 aspek primer yakni kesehatan, 

pendidikan, serta kelayakan hidup. Indeksl Pembangunan 

Manusial adalah indikatorl yang pentingl dalam mengukurl 

keberhasilan suatu upayal pembangunan kualitasl hidup 

penduduk/standar hidup yang layak.
37

 Di Indonesia  Indeksl 

Pembangunan Manusial merupakan datal strategis sebagail 

ukuran kinerjal pemerintah yangl digunakan dalam 

Penentuan Dana Alokasi (DAU). Indeksl Pembangunan 

Manusial digunakan untukl mengklasifikasikan negaral 

maju, negaral berkembang, danl mengukur pengaruhl dari 

kebijakan ekonomil terhadap kualitasl hidup. Keberhasilanl 

pembangunan manusial dapat dinilail dari seberapal besar 

permasalahanl yang dapatl diatasi, diantaranya berupal 

masalah lkemiskinan, lpengangguran, lpendidikan, danl 

aspek ekonomil lainnya.  

b. Teori Pembangunan Ekonomi Islam 

Teori pembangunan ekonomi Islam oleh para ilmuan 

muslim, yaitu Khurshid Ahmad dan Masudul Alam 

Choudhury: 

1) Khurshid Ahmad 

Menurut Khurshid Ahmad menguraikan empat filosofis 

dasar-dasar pendekatan Islam dalam pembangunan, 

sebagai berikut: 

a) Tauhid, yang mengacu kepada pengakuan terhadap 

keesaan Allah dan kekuasaan-Nya yang menetapkan 

aturan hubungan antara Tuhan dengan manusia 

dengan manusia (hablum-minallah dan hablum-

minannas) 

                                                             
37 ‗Badan Pus. Stat.‘ 
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b) Rububiyyah, Beriman bahwa hanya Allah satu-

satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, 

menciptakan, mengatur, memelihara, memberi 

rezeki, memberikan manfaat, menolak meudharat 

serta menjaga seluruh alam semesta. 

c) Khilafah, yang menyatakan bahwa manusia adalah 

wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan 

bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang 

pengelolaan sumber daya yang diamankan 

kepadanya. 

d) Tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam 

hubungannya dengan Allah, sesamanya dana lam 

lingkungannya, masyarakat dan negara.
38

 

2) Masudul Alam Choudhury 

Masudul Alam Choudhury dalam bukunya 

Contributions to Islamic Economic Theory yang 

mengatakan bahwa ada lima prinsip dalam 

perekonomian Islam yang dibutuhkan dalam 

pembangunan yang kemudian di sebut dengan prisma 

ekonomi Islam, sebagai berikut: 

a) Tauhid (T) 

Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban 

untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan yang 

terkandung di dalamnya yang serba berkecukupan 

untuk sebesar-besarnya demi kemaslahatan umat. 

Untuk mewujudkan prinsip tauhid dan persaudaraan, 

Islam melarang riba dalam segala bentuk 

manifestinya. Secara tauhid, Allah SWT sebagai 

pemilik sumber daya sekonomi telah menentukan 

bahwa setiap kekayaan adalah untuk kepentingan 

semua manusia. 

b) Work and Productivity (W) 

Perintah bekerja telah Allah wajibkan semenjak nabi 

yang pertama, nabi Adam As. sampai nabi yang 

terakhir Muhammad Saw. Perintah ini tetap berlaku 

kepada semua orang tanpa membeda-bedakan 

pangkat, status dan jabatan seseorang.  

 

 

                                                             
38 H. Rafsanjani, ‗Analisis Islamic Human Development Index Di Indonesia‘, 

2014. 
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c) Corporation (C) 

Kerja sama merupakan karakter yang penting dalam 

sistem ekonomi Islam. Nilai kerja sama ekonomi ini 

harus dapat dicerminkan dalam semua tingkatan 

kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang 

maupun jasa. Doktrin kerja sama dalam bidang 

ekonomi ini akan dapat menciptakan kerja produktif 

sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan 

kesejahteraan, mencegah penindasan ekonomi, 

distribusi ekonomi dan distribusi kekayaan yang 

tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi 

dari pihak atau golongan ekonomi lemah. 

d) Ownership (O) 

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid, 

pemilik primer lanit, bumi dan seisinya adalah 

Allah, sedangkan manusia di bari amanah untuk 

mengelolanya. Jadi, manusia di anggap sebagai 

pemilik sekunder. 

e) Distributional Equity (D) 

Sistem ekonomi dalam Islam, berbagai 

permasalahan perekonomian telah dijamin dalam 

pengoptimalan distribusi, yaitu dengan cara 

menentukan tata cara kepemilikan, tata cara 

mengelola kepemilikan, serta mensuplai orang yang 

tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dengan demikian, Islam telah 

memecahkan masalah ini dengan instrument zakat 

yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan 

yang dapat mencakup perluasan kesempatan kerja, 

kesejahteraan keluarga, rehabilitasi manusia usia 

lanjut, asuransi pengangguran, kompensasi bagi 

yang kekurangan ketika resesi dan depresi.
39

 

c. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeksl Pembangunanl Manusial (lIPM) dibentuk 

oleh 3 dimensil dasar yaitul umur panjangl dan hidup lsehat, 

lpengetahuan, danl standar hidup llayak. Untukl mengukur 

dimensil kesehatan, digunakanl angka harapanl hidup waktul 

lahir. Selanjutnyal untuk mengukurl dimensi pengetahuanl 

digunakan gabunganl indikator angkal melek hurufl dan 

lrata-ratal lama lsekolah. Adapunl untuk mengukurl dimensi 

                                                             
39 Rafsanjani. 
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standar hidupl layak digunakanl indikator kemampuanl daya 

belil masyarakat terhadapl sejumlah kebutuhanl pokok yangl 

dapat dilihatl dari lrata-ratal besarnya pengeluaranl per 

kapital sebagai pendekatanl pendapatan yangl mewakili 

capaianl pembangunan untukl hidup llayak.
40

 

lRata-ratal geometrik yangl digunakan untukl 

menghitung Indeksl Pembangunan Manusial (lIPM) adalahl 

sebagai lberikut: 

IPM = 

√                                      
 

 × 100 

Adapunl indikator lainl yang digunakanl dalam 

pengukuranl setiap komponenl Indeks Pembangunanl 

Manusia (lIPM) distandarisasi denganl nilai minimuml dan 

maksimuml sebelum digunakanl untuk menghitungl Indeksl 

Pembangunanl Manusial (lIPM). Rumusl yang digunakanl 

sebagai lberikut: 

1) Dimensil Kesehatan 

Untukl mengukur dimensil kesehatan, digunakanl angka 

harapanl hidup waktul lahir. Angkal harapan hidupl 

waktu lahirl didefinisikan sebagail rata-ratal perkiraan 

banyakl tahun yangl dapat ditempuhl oleh seseorangl 

sejak llahir. Dihitungl dari hasill sensus danl survei 

lkependudukan. 

Ikesehatan = 

          

                
 

2) Dimensi Pendidikan  

Untukl mengukur dimensil pengetahuan digunakanl 

indikator lrata-ratal lama lsekolah. lRata-ratal lama 

sekolahl didefinisikan sebagail jumlah tahunl yang 

digunakanl oleh pendudukl usia 25 tahunl ke atasl dalam 

menjalanil pendidikan formall (terhitung sejak penduduk 

berusia tujuh tahun ke atas).  

IHLS = 

          

               
 

IRLS = 

           

               
 

Ipendidikan = 

            

  

3) Dimensi Hidup Layak 

lRata-ratal besarnya pengeluaranl per kapital sebagai 

pendekatanl pendapatan yangl mewakili capaianl 

                                                             
40 ‗Badan Pus. Stat.‘ 
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pembangunan untukl hidupl llayak. Pengeluaranl per 

kapital yangl disesuaikanl ditentukan daril nilai 

pengeluaranl per kapital dan paritasl daya belil atau 

Purchasing Powerl Parity (lPPP). lRata-ratal 

pengeluaran perl kapita setahunl diperoleh daril Survei 

Sosiall Ekonomi Nasionall (lSusenas), dihitungl dari 

levell provinsi hinggal level lkabupaten/lkota. 

Ipengeluaran = 
   (           )    (              )

   (               )    (              )
 

Badanl Pusat Statistikl menetapkan peringkatl 

kinerja pembangunanl manusia antara skalal 0 sampai 

denganl l100. Angkal IPM memberikanl gambaran 

komprehensifl mengenai tingkatl pembangunan manusial 

sebagai dampakl dari kegiatanl pembangunan yangl 

dilakukan olehl suatu ldaerah. Semakinl tinggi nilail IPM 

menunjukkan pencapaianl pembangunan manusianyal yang 

semakinl baik. Capaianl IPM dil suatu wilayah dapatl 

dikelompokkan menjadil empat kategoril sebagai berikut: 

1) Rendahl  : < 60 

2) Sedang  : 60l ≤ IPMl < 70l 

3) Tinggil  : 70l ≤ IPMl < 80l 

4) Sangatl Tinggi : IPMl ≥ 80l 

Adapunl manfaat Indeksl Pembangunan Manusial 

(lIPM) antaral lain sebagail berikut:
41

 

1) Merupakan indikatorl penting untukl mengukur 

keberhasilanl dalam upayal membangun kualitasl 

hidup masyarakat 

2) Dapat menentukanl peringkatl atau levell 

pembangunanl suatul lwilayah/negaral 

3) Bagil lIndonesia, IPMl merupakanl datal strategisl 

karenal selainl sebagail ukuranl kinerjal lPemerintah, 

IPMl jugal digunakanl sebagail salahl satul alokatorl 

penentuanl Danal Alokasil Umuml (lDAU). 

4. Tingkat Pengangguran  

a. Pengertian Pengangguran 

Menurut Sadono Sukirno tahun 2004 yang dikutip 

dalam penelitian Anshori tahun 2018, pengangguranl adalah 

suatul keadaan dimanal seseorang yangl tergolong dalaml 

angkatan kerjal dan aktifl dalam mencaril pekerjaan akan 

                                                             
41 ‗Badan Pus. Stat.‘ 
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tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan.
42

 

Sedangkan menurutl Badan Pusatl Statistik (lBPS) dalaml 

indikator lketenagakerjaan, pengangguranl adalah pendudukl 

yangl aktifl mencari lpekerjaan, pendudukl yang sedangl 

mempersiapkan pekerjaan/usahal baru, pendudukl yang 

tidakl mencari pekerjaanl karena merasal tidak akan 

mendapatl pekerjaan, dan pendudukl yang tidakl aktif 

mencaril pekerjaan denganl alasan mempunyail pekerjaan 

tetapil belum mulail bekerja. Faktorl utama yangl 

menyebabkan terjadinyal pengangguran adalahl kurangnya 

pengeluaranl agregat. 

Tingkatl Pengangguran Terbukal merupakan 

persentasel jumlah pengangguranl terhadap jumlahl angkatan 

lkerja. Yang dikategorikan dalam angkatanl kerja adalahl 

penduduk usial 15 tahunl keatas yangl mempunyai pekerjaanl 

namun sementaral tidak bekerjal dan lpengangguran.
43

  

TPT = 
  

   
       

lKeterangan: 

TPTl : Tingkatl pengangguran terbukal (l%) 

PPl  : Jumlahl pengangguran (lorang) 

PAKl : Jumlahl angkatan kerjal (lorang) 

b. Teori yang berhubungan dengan pengangguran 

Menurut Yusuf Qrdhawi terhadap pengangguran 

dalam Islam juga menyimpan perhatian yang besar untuk 

mengatasi pengangguran dan memerangi kemiskinan. 

Disebutkan bahwa pengangguran tidak disukai dalam Islam, 

dalam arti Islam dianjurkan untuk bekerja keras secara halal 

untuk meningkatkan kesejahteraan orang per orang. Oleh 

Islam, kemiskinan dianggap sebagai suatu musibah. Apabila 

kita tidak bersama-sama mengentaskan kemiskinan, maka 

dapat mengganggu keimanan, aqidah, akhlak, perilaku, cara 

berpikir, dan sebagainya. 

Syariat Islam penuh dengan ajaran yang menyuruh 

umatnya untuk bekerja dan melarang mereka menganggur. 

Ajaran tersebut tertuang dalam Al-Qur‘an dan Hadist. Jika 

keduanya diteliti, akan didapati bahwasanya Allah SWT dan 

Rasul-Nya berulang kali memerintahkan supaya kita bekerja 

                                                             
42 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, 3rd edn (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2012). 
43 ‗Badan Pusat Statistik- Tenaga Kerja‘ 

<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> [accessed 5 May 2023]. 
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untuk kebajikan kita sendiri di dunia maupun akhirat dalam 

waktu yang sama. Islam mengajarkan agar kita tidak 

berpangku tangan tanpa ada suatu pekerjaan yang 

dilakukan.
44

 Allah SWT berfirman dalam surah Q.S At-

Taubah ayat 105 yaitu: 

               

                    

        

Artinya: ―dan Katakanlah: ―Bekerjalah kamu, Maka Allah 

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang maha mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan‖ 

Ayat ini memerintahkan kita untuk bekerja secara 

umum, yaitu bekerja untuk kehidupan di dunia maupun di 

akhirat kelak. Setiap pekerjaan ini akan dibalas oleh Allah 

dengan sesuai, yaitu apabila baik akan dibalas dengan 

kebaikan dan sebaliknya apabila keburukan yang dilakukan 

maka keburukan lah yang akan di dapatnya. 

c. Pengangguran Berdasarkan Jenisnya 

Menurut Sadono Sukirno tahun 2004 yang dikutip 

dalam penelitian Anshori tahun 2018, berdasarkan jenisnya 

pengangguran berdasarkan pemicunya dapat dikategorikan 

dalam empat kelompok diantaranya yaitu:
45

 

1) Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment) 

Pengangguranl sebanyak dual atau tigal persen tersebutl 

yang dinamakanl pengangguran friksional. 

Pengangguranl Friksional merupakan pengangguran 

yang sifatnya sementara. Paral pengangguran inil tidak 

bekerja bukanl karena tidakl memperoleh kerja, 

melainkan karenal sedang mencaril pekerjaan lainnya 

yangl lebih lbaik. Penyebabnya adalah adanyal kendala 

                                                             
44 Dumairy, Perekonomian Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1996). 
45 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, 3rd edn (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2012). 
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lwaktu, informasil dan kondisil geografis antaral pelamar 

kerjal dengan pembukal lamaran lpekerjaan. 

2) Pengangguranl Struktural (Structurall Unemployment) 

Pengangguranl Struktural merupakan keadaanl dimana 

penganggurl yang sedang mencaril lapangan pekerjaanl 

tidak mampul memenuhi persyaratanl yang telah 

ditentukanl oleh pembukal lapangan lkerja. Adanya 

pengangguran struktural ini dapat disebabkan oleh 

kemerosotan suatu industri atau perusahaan. 

Kemerosotan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa faktorl 

seperti wujudl barang baru, kemajuanl teknologi, biayal 

pengeluaran yangl tinggi danl tidak mampul bersaing, 

danl ekspor produksil industri yangl menurun karena 

persaingan.  

3) Pengangguran Teknologi  

Pengangguranl Teknologi adalahl pengangguran yangl 

disebabkan adanyal penggantian sumber daya manusia 

denganl teknologi atau mesinl dalam prosesl produksi. 

4) Pengangguranl Siklikal 

Pengangguranl Siklikal diakibatkan dari imbasl naik 

turunnyal siklus ekonomil sehingga permintaanl tenaga 

kerjal lebih rendahl daripada penawaranl kerja. Hal ini 

dapat ditimbulkan dari efek perusahaan-perusahaan yang 

mengalamil kemerosotan dalaml permintaan terhadapl 

produksinya. Sehingga kemerosotanl permintaan inil 

dapat mengakibatkanl perusahaan-perusahaanl 

mengurangi pekerjal atau menutupl usahanya, sehinggal 

pengangguran akanl bertambah. Pengangguranl seperti 

inilah yang dinamakanl pengangguran lsiklikal. 

d. Dampak Pengangguran 

1) Dampakl pengangguran terhadapl perekonomian:
46

 

a) Pengangguranl menyebabkan masyarakatl tidak 

dapatl memaksimalkan kesejahteraanl yang 

mungkinl dicapainya. Pengangguranl menyebabkan 

pendapatanl nasional yangl sebenarnya dicapail lebih 

rendahl dari padal pendapatan nasionall potensial. 

Hall ini menyatakan bahwa tingkatl kemakmuran 

                                                             
46 Zulkifli Anshori & I Made Suparta, ‗Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Jumlah Angkatan Kerja, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa 

Timur (2007-2016)‘, Jurnal Ekonomi & Bisnis, 3.2 (2018), 165–75 <http://jurnal.untag-
sby.ac.id/index.php/JEB17/article/view/2129>. 
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masyarakatl yang dicapail lebih rendahl dari padal 

tingkat yangl mungkin ldicapainya. 

b) Pengangguranl menyebabkan pendapatanl pajak 

pemerintahl menurun. Pengangguranl yang 

diakibatkanl oleh tingkatl kegiatan ekonomil yang 

rendahl akan menyebabkanl pendapatan yangl 

diperoleh pemerintahl semakin lsedikit. Maka dari 

itu pengangguranl yang tinggil akan mengurangil 

kemampuan pemerintahl dalam menjalankanl 

berbagai kegiatanl pembangunan. 

c) Pengangguranl tidak menggalakkanl pertumbuhan 

ekonomil melainkan akan menimbulkanl dua akibatl 

buruk padal sektor lswasta. lPertama, pengangguranl 

tenaga kerjal biasanya akanl diikuti denganl 

kelebihan kapasitasl mesin atau teknologi 

lperusahaan. Situasi inil tidak akanl mendorong 

perusahaanl untuk melakukanl investasi dil masa 

yangl akan ldatang. lKedua, pengangguranl yang 

diakibatkanl dari kelesuanl kegiatan-kegiatanl 

perusahaan menyebabkanl keuntungan lberkurang. 

Keuntunganl yang rendahl mengurangi keinginanl 

perusahaan untukl melakukan linvestasi. Kedual hal 

tersebut jelasl tidak akanl menggalakkan 

pertumbuhanl ekonomi dil masa yangl akan ldatang. 

2) Dampakl pengangguran terhadapl individu danl 

masyarakat: 

a) Pengangguranl menyebabkan masyarakat 

kehilanganl mata pencaharianl dan lpendapatan. Dil 

negara majul para pengangguranl masih mempunyai 

pendapatan dikarenakan mereka  mendapatkan 

bantuan keuangan yang berasal dari badan asuransi 

pengangguran. Sedangkanl di negaral 

berkembangtidak terdapatl program asuransil 

pembangunan dan karenanya pengangguranl 

membiayai kehidupannya sendiri melalui tabungan 

atau pinjaman dari keluarga. Keadaanl ini potensiall 

dapat mengakibatkanl pertengkaran danl kehidupan 

keluargal yang tidakl harmonis. 

b) Pengangguranl menyebabkan hilangnya 

lketerampilan. Keterampilanl dalam mengerjakanl 

suatu pekerjaanl dapat dipertahankanl apabila 

keterampilanl tersebut digunakanl dalam lpraktek. 
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Pengangguranl dalam kurunl waktu yangl lama 

mengakibatkan keterampilanl pekerjaan menjadil 

menurun. 

c) Pengangguranl menyebabkan ketidakstabilanl sosial 

danl politik. Kegiatanl ekonomi yangl lesu danl 

pengangguran yangl tinggi dapatl menimbulkan rasal 

tidak puasl nya masyarakatl kepada pemerintahl yang 

lberkuasa. Keadaan ini menimbulkan tindakan 

kriminall seperti pencurianl dan perampokanl akan 

semakinl meningkat 

5. Kemiskinan 

a. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinanl merupakan masalahl yang bersifatl 

kompleks dan multidimensional yang merupakan hambatan 

pada suatu negara dalam membangun perekonomian. 

Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak lahir 

secara tiba-tiba, sedangkanl kemiskinan multidimensionall 

dapat dilihatl dari banyakl kebutuhan masyarakatl yang 

lbermacam-lmacam. Kemiskinanl menurut Bappenas ialah 

suatu kondisi dimana seseorangl tidak mampul memenuhi 

lhak-hakl dasarnya untuk mempertahankan lkehidupannya.
47

 

lHak-hakl dasar tersebutl yakni terpenuhinyal kebutuhan 

lpangan, lkesehatan, lpendidikan, lpekerjaan, lperumahan, 

airl bersih, lpertanahan, sumberl daya alaml dan lingkunganl 

hidup, rasal aman daril segala jenis tindakl kekerasan danl 

hak untukl berpartisipasi dalaml lingkungan lsosial.  

Berdasarkan dari beberapal pengertian dil atas makal 

dapat disimpulkanl bahwa kemiskinanl merupakan kondisil 

seseorang berpenghasilanl namun tidakl dapat memenuhil 

kebutuhan makananl maupun nonl makanan.  

Dalaml arti luasl kemiskinan merupakan 

ketidakmampuanl dalam memenuhil kebutuhannya secaral 

relatif  sesuail dengan persepsil dirinya. Ketidakmampuan 

tersebut tidakl hanya terdiri dari ketidakmampuanl ekonomis 

saja tetapil juga ketidakmampuanl dalam berbagail aspek 

sepertil sosial, politikl dan lspiritual.  

 

 

                                                             
47 ‗Badan Pusat Statistik‘ 

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html> 
[accessed 4 May 2023]. 
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1) Kemiskinanl Absolut danl Kemiskinan Relatifl 

Kemiskinanl absolut tidakl terpengaruh olehl waktu danl 

tempat. Seseorangl termasuk golonganl miskin absolutl 

apabila hasill pendapatannya beradal di bawahl garis 

lkemiskinan, tidakl cukup untukl memenuhi kebutuhanl 

hidup lminimum.  

Sedangkanl kemiskinan relatifl merupakan kondisil 

masyarakat karenal kebijakan pembangunanl yang 

beluml mampu menjangkaul seluruh lapisanl masyarakat 

sehinggal menyebabkan ketimpanganl distribusi 

lpendapatan. 

2) Kemiskinanl Mikro danl Kemiskinan Makro 

Kemiskinan mikrol mengacu padal 14 kriterial 

kemiskinan denganl berbasis  padal rumah ltangga, 

antara lain yaitu luasl lantai lperkapita,  jenisl lantai, 

jenisl dinding, fasilitasl tempat buangl air lbesar, sumberl 

air lminum, sumberl penerangan, bahanl bakar, membelil 

daging/layam/lsusu, frekuensil makan, membelil pakaian 

lbaru, kemampuanl berobat, lapanganl usaha kepalal 

rumah ltangga, pendidikanl kepala rumahl tangga, danl 

aset yangl dimiliki rumahl tangga. 

Sedangkan kemiskinanl makro merupakan kemiskinanl 

yang dipandangl sebagai ketidakmampuanl dari sisil 

ekonomi untukl memenuhi kebutuhanl dasar makananl 

dan bukanl makanan yang diukurl dari sisil pengeluaran. 

Pengukuranl makro menyediakanl data tentangl jumlah 

pendudukl miskin secaral agregat yangl dihitung daril 

hasil perkiraanl sampel datal Susenas.
48

 

b. Teori yang berhubungan dengan kemiskinan 

Menurut Al Ghazali kemiskinan dibagi menjadi dua 

bagian yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan 

material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan 

spiritual. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang 

mengatakan bahwa kemiskinan biukan hanya merupakan 

perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga kurangnya 

ketenangan dalam roh. Rehman juga berpendapat bahwa 

umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka 

dengan meningkatkan kehidupan material mereka. 

Selanjutnya, Chapra berpendapat bahwa Islam menjadi 

                                                             
48 Apbn, ‗Dimensi Kemiskinan‘. 
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agama keseimbangan telah memberikan penelanan yang 

sama pada kedya spiritual dan duniawi.
49

 

c. Penyebab Kemiskinan 

Penyebab terjadinyal penduduk miskinl di negaral 

berpenghasilan rendahl menurut Samuelson dan Nordhaus 

yaitu karenal dua hall pokok, yakni rendahnyal tingkat 

kesehatanl dan lgizi, danl lambatnya perbaikanl mutu 

lpendidikan. Olehl karena litu, upayal yang harusl dilakukan 

oleh pemerintahl dalam mengatasi hal ini adalah dengan 

melakukanl pemberantasan lpenyakit, perbaikanl kesehatan 

danl gizi, perbaikanl mutu lpendidikan, pemberantasanl buta 

hurufl dan peningkatanl keterampilan penduduk. Kelimal hal 

ini merupakan upayal untuk memperbaikil kualitas sumberl 

daya lmanusia.
50

 

Penyebabl kemiskinan dalam penelitian Kuncoro 

tahun 2006 adalah sebagai berikut:
51

 

1) Secaral mikro kemiskinanl muncul disebabkan adanyal 

ketidaksamaan polal kepemilikan sumberl daya yangl 

menyebabkan ketimpangan distribusil pendapatan. 

Jumlah sumberl daya yangl dimiliki oleh pendudukl 

miskin sangat terbatasl dan berkualitas lrendah. 

2) Kemiskinanl muncul akibatl dari perbedaanl dalam 

kualitasl sumber dayal manusia. Kualitasl sumber dayal 

yang rendahl mengakibatkan produktivitasl rendah yangl 

juga akan mengakibatkanl upah yangl diterima lrendah. 

Rendahnyal kualitas sumberl daya manusial disebabkan 

karenal rendahnya lpendidikan, nasibl yang kurangl 

beruntung, adanyal diskriminasi, dan lketurunan. 

3) Kemiskinanl muncul karena perbedaanl akses dalaml 

modal. 

d. Konsep Al-Qur’an tentang Kemiskinan 

Dalaml menjelaskan konsepl kemiskinan, lAl-

Qur‘anl biasa menggunakanl term faqirl dan lmiskin. Secaral 

etimologis, lafadzl faqir berasall dari kata faqura-yaqfuru-

lfaqarah, yangl maknanya lawanl dari kata (lal-lghina). 

Sedangkanl secara lterminologis, banyakl ulama yangl 

                                                             
49 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015). 
50 Paul A Samuelson, Nordhaus, and D William, Mikroekonomi (Jakarta: 

Erlangga, 1997). 
51 Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan 

(Yogyakarta: : UPP APM YKPN, 1997). 
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mengemukakan maknal terminologis tentangl faqir, salahl 

satunya yaitu pendapatl Abu Abdullahl al-Qurtubil ketika 

menginterpretasikanl QS. At-Taubahl ayat l60: 

                       

                      

                

Artinya: ―Sesungguhnyal zakat-zakatl itu, hanyalahl untuk 

lorang-orangl fakir, lorang-orangl miskin, 

lpengurus-pengurusl zakat, paral muallaf yangl 

dibujuk lhatinya, untukl (lmemerdekakan) lbudak, 

lorang-orangl yang lberhutang, untukl jalan Allahl 

dan untukl mereka yangl sedang dalaml 

perjalanan‖. (lQS. At-lTaubah: 09l ayat 60).
52

 

Berikutnyal term yangl banyak digunakanl untuk 

menunjukkanl orang yangl lemah secaral ekonomi adalahl 

term miskin. Secaral etimologis, lafadzl miskin merupakanl 

isim masdarl yang berasall dari lsakana-lyaskunu-

lsukun/lmiskin. Dilihat dari lasalnya, lsakana-lsukun, katal ini 

memilikil makna ldiam, tetapl atau lreda. lAl-Asfhani danl 

Ibn Mansurl mengartikan katal ini sebagail ‗tetapnyal sesuatu 

setelahl ia lbergerak‘. Selainl arti ltersebut, katal sakana-

sukunl juga bisal diartikan sebagail ‗tempatl tinggal‘. Jikal 

dilihat daril makna aslinyal yang berartil ‗ldiam‘, makal kata 

miskinl dapat ditarikl arti secaral istilah, yaitul orang yangl 

tidak dapatl memperoleh sesuatul untuk memenuhil 

kebutuhan hidupnyal dan diamnyal itulah yang menyebabkan 

lkemiskinan. Orangl tersebut dapatl memperoleh sesuatul 

dikarenakan ial tidak bergerakl dan tidakl ada kemauanl atau 

peluangl untuk lbergerak, sebagaimanal yang diisyaratkanl 

dalam lQS. lAl-Kahfil ayat 79: 

                

                          
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Artinya: ―Adapunl bahtera itul adalah kepunyaanl orang- 

orangl miskin yangl bekerja dil laut, danl aku 

bertujuanl merusak bahteral itu, karenal di 

hadapanl mereka adal seorang rajal yang 

merampasl tiap-tiapl bahtera.‖ (lQS. lAl-Kahfil 

ayat 79)
53 

Selainl definisi terminologisl menurut pakarl agama 

tersebut, jugal timbul perbedaan pendapatl dalam 

menetapkanl tolok ukurl kemiskinan danl kefakiran. Secaral 

langsung, tidakl ada informasil al-Qur‘anl maupun hadist 

dalaml menetapkan angkal tertentu lagil pasti sebagail 

ukuran lkemiskinan. lAl-Qur‘anl hanya menegaskanl 

perintah untukl menyantuni orangl fakir danl miskin, 

laranganl menganiaya lmereka, laranganl memarginalkan 

danl mendiskreditkan lmereka, laranganl menumpuk lharta, 

danl lain lsebagainya.
54

 

e. Kebijakan Mengatasi Kemiskinan 

Dalaml Islam upayal untuk mengatasil kemiskinan 

dilakukanl melalui dual cara yaitul pertama, mendorongl 

orang miskinl untuk bekerjal keras danl kedua mendorongl 

orang kayal untuk membantul orang lmiskin. lAl-qur‘anl 

mengajak paral hartawan agarl menginfakkan sebagianl 

hartanya untukl orang llain. Dengan kata lain, paral hartawan 

wajibl memberikan hartanyal kepada merekal yang datangl 

meminta danl tidak mempunyai hartal (dengan ketentuan 

khusus). Islam menganjurkan  beberapa cara untuk mengatasi 

kemiskinan, yaitu antara lain: 

1) Bekerjal 

Bekerjal merupakan senjatal pertama dalaml 

memerangi lkemiskinan, karenal dengan bekerjal orang 

dapat menghasilkanl harta bendal (lkekayaan). Setiapl 

muslim harusl berusaha untukl bekerja baik secara 

individual maupun kolektif. Dalam QS. lAl-lJumu‘ah 

(l62) ayat 10 ldisebutkan: 
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                    

                  l 

Artinya: ―Apabilal telah ditunaikanl sembahyang, makal 

bertebaranlah dil muka lbumi; danl carilah 

karunial Allah danl ingatlah Allahl sebanyak-

banyaknyal supaya kamul beruntung.‖ (lQS. 

lAl-lJumu‘ah ayat 10)
55

 

Pada kenyataannyal lapangan pekerjaan tidakl 

selalu ltersedia, olehl sebab itul dalam Islaml pemerintah 

mempunyail dua kewajibanl dalam mengaturl hal lini: 

pertamal yaitu, orangl kaya perlul memberikan bantuanl 

kepada lpenganggur. lKedua, pemerintahl harus 

berusahal secara optimall untuk menciptakanl lapangan 

pekerjaan. Apabilal kedua langkahl ini beluml dapat 

mengatasil masalah yang ada, makal Islam 

menganjurkanl untuk mencaril pekerjaan kel tempat 

llain. artinyal Islam tidakl memperbolehkan seorangl 

muslim untukl menyerah apabila lapangan pekerjaan dil 

daerah tempatl tinggalnya sudahl tidak tersedial lagi. 

Denganl demikian Tenagal Kerja Indonesial (lTKI) 

denganl niat danl jenis pekerjaanl yang baikl adalah 

sesuail dengan ajaranl Islam.  

2) Jaminan Family Dekat yangl Mampu 

Islaml menempatkan posisil kerabat ataul 

keluarga dekatl sebagai orangl yang harusl peduli danl 

saling membantul kesulitan kerabatl yang llain. mereka 

yangl kuat harusl menanggung yangl lemah dan yangl 

kaya harusl menanggung yangl miskin. Adal dua syaratl 

mendasar yangl ditentukan olehl ahli fiqih untukl 

kewajiban lini: lpertama, orangl yang hendakl diberi 

nafkahl adalah orangl miskin. lKedua, orangl yang 

memberil nafkah harusl memiliki kelebihanl harta untukl 

dinafkahkan. 

3) Zakat 

Dalam Islam, kelompokl masyarakat yangl tidak 

bekerjal dan tidakl pula memilikil keluarga yangl mampu 

untukl membantu akan diberikanl bantuan dalaml bentuk 
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lzakat. Tujuanl pertama daril zakat adalahl memenuhi 

kebutuhanl orang-orangl miskin. Zakatl merupakan 

bentuk pembuktian bahwal Islam sejakl dahulu 

memberikanl perhatian terhadapl penyelesaian persoalanl 

kemiskinan danl memberikan perlindunganl terhadap 

fakirl miskin, tanpal harus adal perlindungan terhadap 

fakir lmiskin.  

Secaral konseptual, zakatl disyariatkan untukl 

mengubah mustahiql (golonganl yang berhakl menerima 

lzakat), denganl kata lainl dari miskinl menjadi kayal 

atau berkecukupanl dan kemudianl pada gilirannyal 

mampu untuk mengeluarkanl zakat.  

4) Jaminanl Kas Islaml dengan Berbagail Sumbernya 

Selainl zakat, dalam Islaml juga juga 

memberlakukan Baitul Maal (kas Islam) yangl dikelola 

danl dipergunakan untukl kepentingan umuml baik 

dikelolal sendiri, ldisewakan, ataul dikelola oleh pihakl 

lain. misalnyal wakaf  untukl kepentingan lumum, 

pertambanganl dan kekayaanl alam. Sumberl ekonomi 

itul tidak bolehl dipegang dan dipergunakan untukl 

kepentingan lsendiri, melainkanl harus beradal di tanganl 

Negara agarl semua orangl dapat merasakanl 

manfaatnya. Seluruhl pemasukan terhadapl kas Islaml 

merupakan sumberl ekonomi bagil fakir lmiskin, ketikal 

perolehan zakatl tidak mencukupil permintaan.  

5) Hak-Hakl Selain Zakatl 

Selainl zakat, adal banyak lhak-hakl material 

lainnya yangl harus dipenuhil oleh seorangl muslim 

karenal sebab-sebabl yang lberagam. Hak ini merupakanl 

sumber danal untuk memberikanl bantuan kepadal fakir 

miskinl sekaligus berfungsil sebagai saranal untuk 

menghilangkanl kemiskinan. Contohnya adalah hakl 

bertetangga, qurban padal Hari Rayal Idul lAdha, sanksil 

pelanggaran sampahl (memberikanl makan kepadal 

sepuluh orangl miskin), sanksil dhihar (memberikanl 

makan 60l orang lmiskin), sanksil melakukan hubunganl 

suami istril dalam bulanl Ramadhan (samal dengan 

sanksil dhihar), sanksi lfidyah, sanksi hadyl (pemberianl 

orang yangl melakukan hajil atau umrahl berupa lunta, 

sapil atau lkambing) akibatl melakukan sesuatul yang 

dilarangl waktu lihram, danl hak tanggunganl fakir 

miskinl jika hartal zakat tidakl mencukupi. 
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6) Dermal Sukarela danl Kebajikan Individuall 

Islaml mengupayakan pembentukanl pribadi 

yang lluhur, dermawanl dan beranil berkorban. Yaitul 

figur pribadil yang bisal memberikan lebihl banyak daril 

yang ldiminta, menginfakkanl lebih daril yang 

ldiwajibkan, bahkanl bisa memberil tanpa dimintal 

sekalipun dalaml setiap situasil dan lkondisi.
56

 

f. Perintah Al-Qur’an dan Hadist untuk Membantu Orang-

Orang Miskin 

Islaml tdak mentolerirl segala bentukl kemiskinan 

bag paral pemeluknya. Untuk itu Islaml memerintahkan 

kepada umatnyal untuk lberzakat, lberinfak, membiayail 

peperangan itul sendiri, diperintahkanl untuk menjalankanl 

haji danl sebagainya. Hall ini sepertil yang tertuangl dalam 

QS lAl-Anfall ayat l60: 

                        

                  

                  

              

Artinya: ―Danl persiapkanlah denganl segala kemampuanl 

untuk menghadapil mereka denganl kekuatan 

yangl kamu milikil dan daril pasukan berkudal 

yang dapatl menggentarkan musuhl Allah lSWT, 

musuhmul dan lorang-orangl selain merekal yang 

kamul tidak lmengetahuinya; tetapil Allah SWTl 

mengetahuinya. Apal saja yangl kamu infakkanl di 

jalanl Allah SWTl niscaya akanl dibalas denganl 

cukup kepadamul dan kamul tidak akanl didzalimi 

(ldirugikan), (lQS. lAl-Anfall (l8): l60)
57

 

Dapatl disimpulkan bahwal ajaran Islaml itu 

mendorongl masyarakatnya untukl memiliki hartal kekayaan 

dalaml menghadapi musuhl Islam. Kemiskinanl merupakan 

                                                             
56 Jusmaliani, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2005). 
57 QS. Al-Anfal Ayat 60 (Jakarta: Kemenag RI, 2018). 
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musuhl besar umatl Islam sehingga merekal berkewajiban 

melawanl kemiskinan yangl menderanya.  

Islaml dengan ajarannyal yang sucil selalu 

memberikanl jalan keluarl bagaimana seharusnyal 

menghadapi lkemiskinan. Umatl Islam yangl kaya 

diperintahkanl untuk menyantunil mereka yangl hidupnya 

serbal kekurangan. Sesuai dalam firman-Nya, Allah SWT 

menganalogikan bahwal orang yangl membiarkan 

sesamanyal kelaparan samal saja denganl mendustakan 

agamal yang lagung. lAl-Qur‘an mewajibkanl kepada setiapl 

muslim untukl berpartisipasi menanggulangil kemiskinan 

sesuail dengan lkemampuannya. Bagil yang tidakl memiliki 

kemampuanl material, makal paling sedikitl partisipasinya 

diharapkanl dalam bentukl merasakan, lmemikirkan, danl 

mendorong pihakl lain untukl berpartisipasi laktif. 

Dalam lAl- Qur‘an menjelaskan bahwa orang yang 

enggan berpartisipasi akan dijuluki sebagail orang yangl 

telah mendustakanl agama danl hari lkemudian, sepertil ysng 

tercantum didalam QS. lAl- Ma‘unl ayat l1-3l yang 

artinya:―Tahukahl kamu (lorang) yangl mendustakan 

lagama? Makal itulah orangl yang menghardikl anak lyatim, 

danl tidak mendorongl memberi makanl orang lmiskin.‖ 

(lQS. lAl-Ma‘unl (l107): l1-l3)
58

 

Dil dalam ayatl tersebut secaral tegas Islaml 

mengharuskan untuk memberikan santunanl kepada anakl 

yatim danl orang-orangl miskin. Namunl arti sesungguhnyal 

dari ayatl tersebut adalahl bahwa umatl Islam yangl hidupnya 

berkecukupanl secara materil dan akhirnyal mampu 

menjalankanl perintah agamal secara ltenang.
59

 

g. Kriteria Kemiskinan 

Kriterial fakir danl miskin sebagaimanal telah 

dipaparkanl dalam QS lAt-Taubahl ayat l60, merekal adalah 

lpihak-pihakl yang berhakl menerima lzakat. QS lAl-Kahfil 

ayat 79l menegaskan bahwal orang miskinl itu lebihl baik 

keadaannyal daripada orangl fakir karena orang miskin 

memilikil bahtera yangl dapat dijadikanl alat untukl mencari 

lnafkah. Begitul pula yangl terdapat dalaml QS lal-Baladl 

ayat 16l yang menjelaskan keadaanl miskin yangl sangat. 

                                                             
58 QS. Al-Ma‘un Ayat 1-3 (Jakarta: Kemenag RI, 2018). 
59 Bayu Tri Cahya, ‗Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran Dan Hadis‘, 

Jurnal Penelitian, 1 (2015), 52–54. 
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Daril beberapa penjelasanl diatas dapatl kita pahamil bahwa 

kriterial seseorang dikatakanl miskin ataul fakir jikal orang 

tersebutl tidak mampul untuk memenuhil kebutuhan 

lhidupnya.
60

 

Untukl mengukur lkemiskinan, BPSl menggunakan 

konsepl kemampuan memenuhil kebutuhan dasarl (basicl 

needs lapproach). Konsepl ini mengacul pada Handbookl on 

Povertyl and Inequalityl yang diterbitkanl oleh Worldl Bank. 

Denganl pendekatan lini, kemiskinanl dipandang sebagail 

ketidakmampuan daril sisi ekonomil untuk memenuhil 

kebutuhan dasarl makanan danl bukan makananl yang 

diukurl dari sisil pengeluaran. Pendudukl dikategorikan 

sebagail penduduk miskinl jika memilikil rata-ratal 

pengeluaran perl kapita perl bulan dil bawah garisl 

kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinanl dalam 

masyarakatl adalah masyarakatl yang berpenghasilanl di 

bawahl Rp. l7.057l per orangl per haril yang berasall dari 

perhitunganl garis kemiskinanl yang mencakupl kebutuhan 

makananl dan nonl makanan. Untukl kebutuhan minimuml 

makanan disetarakanl dengan l2.100l kilo kaloril per lhari.
61

 

h. Langkah-langkah Pengentasan Kemiskinan dalam Upaya 

Membangun Kesejahteraan Umat 

Secaral umum adal tiga gejalal kemiskinan, lyaitu: 

1) Kemiskinanl Natural, yaitu kemiskinanl yang dialamil 

oleh seseorangl sejak llahir. 

2) Kemiskinanl Kultural, yaitu kemiskinanl yang 

disebabkanl oleh faktorl kultural, sepertil gaya hidupl 

malas bekerjal sehingga terjerembabl dalam jurangl 

kemiskinan. 

3) Kemiskinanl Struktural, yaitu kemiskinanl yang 

disebabkanl oleh adanyal sistem ataul struktrur yangl 

mencegah sebagianl besar orangl untuk menjadil kuat, 

lsejahtera, bahkanl kaya. 

Dari uraian ltersebut, llangkah-langkahl 

penanggulangan kemiskinanl bisa dijalankanl melalui tigal hal, 

lyaitu: 

 

 

                                                             
60 Cahya. 
61 ‗Badan Pusat Statistik‘ <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-

ketimpangan.html> [accessed 5 May 2023]. 
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1) Rekonstruksil Teologi Kemiskinanl 

Rekonstruksi teologis yangl dimaksudl adalah bagaimanal 

merubah caral pandang danl logika berpikirl tentang 

lkemiskinan. Kemiskinanl lahir bukanl semata-matal 

disebabkan olehl takdir, melainkanl lebih kepadal 

penganiayaan terhadapl diri lsendiri. Dapat dikatakan 

bahwal faktor utamal penyebab kemiskinanl adalah sikapl 

berdiam ldiri, lenggan, ataul tidak maul bergerak ataul 

berusaha, danl keengganan berusahal adalah bentukl 

penganiayaan terhadapl diri lsendiri. 

 Dalaml konteks lkemiskinan, rekonstruksi teologisl yang 

dimaksudl adalah melakukanl perubahanl sosiall yang 

dimulail dari perubahanl individu yangl meliputi polal 

pikir, lmotivasi, pandanganl hidup danl segala aspekl 

terkait llainnya. jikal pola pikirl masyarakat miskinl 

meniscayakan bahwal miskin adalahl takdir lAllah, makal 

keluar daril cengkeraman kemiskinanl adalah takdirl Allah 

juga. 

2) Membangunl Kesadaran Kolektifl Pemberantasan 

Kemiskinanl 

Konsepl dasar dalaml ajaran Islaml adalah bahwal setiap 

orangl harus memerangil kemiskinan denganl cara 

berusahal dan lbekerja. Fenomena seperti jandal yang 

ditinggall mati suaminyal dan tidakl memiliki simpananl 

harta yangl cukup, paral orang tual jompo, orangl yang 

memilikil penyakit kronisl sehingga tidak mampu lagi 

untuk bekerja, menegaskanl bahwa kemiskinanl bukan 

hanyal menjadi bebanl pribadi tetapil juga menjadil beban 

danl tanggung jawabl bersama untukl menanggulanginya. 

Dalam hal menanggulangi kemiskinan sangatl diperlukan 

adanyal kesadaran bersamal yang ldibangun, baikl 

kesadaran yang sifatnyal personal ataul individu yangl 

dilakukan olehl masyarakat, maupunl kesadaran penuhl 

yang menjadil tanggung jawabl pemerintah melaluil 

kebijakannya. 

a) Kesadaranl personal 

Terdapat banyak dalam ayatl al-Qur‘anl yang 

mengupayakanl pembentukan pribadil luhur, 

ldermawan, danl berani lberkorban.seperti dalaml QS 

lar-Ruml ayat 38l yang lartinya: ―Makal berikanlah 

kepadal kerabat yangl terdekat akanl haknya, 

demikianl (lpula) kepadal fakir miskinl dan lorang-
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orangl yang dalaml perjalanan. Itulahl yang lebihl baik 

bagil orang-orangl yang mencaril keridhaan lAllah; 

danl mereka itulahl orang-orangl beruntung.‖ (lQS ar-

Ruml (l30): l38)
62

 

Dalaml ayat llain, betapal Allah menjanjikanl balasan 

yangl sangat besarl kepada setiapl individu yangl 

mendermakan hartanyal kepada lsesama, khususnyal 

kepada masyarakatl yang hidupl dalam lkemiskinan. 

Allahl SWT menegaskanl dalam QSl al-Baqarahl ayat 

l245: 

lArtinya: ―Siapakahl yang maul memberi pinjamanl 

kepada lAllah, pinjamanl yang lbaik, makal Allah 

akanl memperlipat gandakanl pembayaran kepadanyal 

dengan lipatl ganda yangl banyak. Danl Allah 

menyempitkanl dan melapangkanl (rezeki) danl 

kepada-lNya-lahl kamu ldikembalikan.‖ (QSl al-

Baqarahl (l02): l245)
63

 

Makna ‗pinjaman‘ yangl dimaksud dalaml ayat 

ltersebut, menurutl Ibn Katsirl sebagaimana pendapatl 

yang bersumberl dari Umarl dan beberapal ulama 

llainnya, adalahl infak dil jalan lAllah. denganl 

demikian, maksudl dari ayatl tersebut adalahl 

barangsiapa yangl membantu lsesama, baikl orang 

lainl maupun lkeluarga, makal Allah akanl 

melipatgandakan pemberianl tersebut. Islam sudah 

seharusnya memperhatikanl aspek morall yang lluhur, 

danl tidak mencukupkanl pada lhak-hakl seperti yangl 

diatur dalaml undang-undangl dan dilaksanakanl oleh 

lpemerintah. Karenal aspek legall dan dilaksanakan 

olehl pemerintah bukanlah lsatu-satunyal sarana 

untukl merealisasikan solidaritasl antar lmanusia. 

Islaml bukan hanyal memperhatikan moralitasl yang 

lluhur, tapil lebih daril itu, Islaml mendorong 

terbentuknyal pribadi yangl sholeh.  

b) Peranl Pemerintahan 

Peranl pemerintah sangatlah menentukanl baik dalaml 

membuat masyarakatl menjadi lmiskin, maupunl 

keluar daril kemiskinan. Kebijakanl yang kurangl 

tepat danl ketidakberpihakan terhadapl masyarakat 
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miskinl akan menciptakanl kemiskinan yangl semakin 

lakut. Selamal ini beberapal kebijakan yangl notabene 

diharapkanl mampu mengentaskanl kemiskinan masihl 

banyak yangl bersifat lkonsumtif. Seperti bantuanl 

beras untukl rakyat miskinl (lraskin), Bantuanl 

Langsung Tunail (lBLT), danl subsidi lainnyal yang 

kurangl tepat sasaranl seperti BBMl dan listrikl yang 

kebanyakanl dinikmati masyarakatl yang tidakl 

tergolong ‗lmiskin‘.  

Dil sisi yangl berbeda, terdapat programl pemerintah 

yangl bersifat lproduktif. Misalnyal kebijakan 

programl PNPM Mandiril Perdesaan denganl total 

anggaranl Rp.10,3l Triliun padal tahun 2013, Kreditl 

Usaha Rakyatl (lKUR), danl lain lsebagainya. Hanyal 

saja dalaml realitasnya programl pemerintah tersebutl 

belum berjalan lmaksimal, bahkanl dengan adanyal 

anggaran yangl begitu besarl sedangkan tindakanl 

pengawasan tidakl berjalan denganl baik, 

dikhawatirkan lprogram-programl tersebut bisal jadi 

akanl dijadikan lumbungl ‗pencurianl uang lrakyat‘ 

olehl para lkoruptor.  

Dalam hal ini diharapkan komitmenl pemerintah yangl 

besar dalaml menanggulangi kemiskinanl ini dapatl 

menghasilkan pertumbuhanl yang linklusif, 

pertumbuhanl ekonomi yangl berpihak padal rakyat 

lmiskin, dibukanyal sektor lapanganl kerja lseluas-

luasnyal agar angkal pengangguran dapatl ditekan 

sekecill mungkin, membangunl dan menyempurnakanl 

sistem perlindunganl sosial bagil masyarakat lmiskin, 

perbaikanl sektor saranal dan prasaranal pendidikan 

sehinggal dapat melahirkanl SDM yangl lebih lbaik, 

danl lain sebagainyal sehingga mampul menciptakan 

pertumbuhanl untuk semual secara adill dan lmerata. 

Dalaml pengentasan lkemiskinan, baikl pemerintah 

maupunl masyarakat secaral personal harusl 

mengerahkan segalal kemampuan, berusahal 

memenuhi kebutuhanl serta memanfaatkanl potensi 

yangl dimiliki, baikl potensi basyariyahl 

(lkemanusiaan) ataul potensi materiall untuk selalul 

berusaha menghancurkanl ‗ltaring-ltaring‘ 

kemiskinanl dan menjinakkanl keganasannya. 

Denganl semakin bertambahnyal produksi danl 



 

39 

 

semakin meningkatnyal pemasukan secaral umum 

akanl berdampak positifl dan efektifl dalam 

memerangil masalah lkemiskinan. 

c) Membangunl Etos Kerjal Individu 

Cara terakhirl dalam memberantasl kemiskinan 

adalahl dengan caral membangun etosl lkerja. Padal 

hakikatnya, etos kerja merupakanl bagian daril konsep 

Islaml tentang manusial karena etosl kerja merupakan 

bagianl dari prosesl eksistensi diril manusia dalaml 

lapangan kehidupannyal yang amatl luas danl 

kompleks. Etosl kerjal dalaml Islam merupakanl 

refleksi pribadil seseorang yangl bekerja denganl 

bertumpu padal kemampuan konseptuall yang bersifatl 

kreatif danl inovatif. salahl satu ayatl Al-Qur‘an yangl 

mendorong setiapl individu untukl membangun etosl 

kerja  ada pada lQS. lAl-Jumu‘ahl ayat l10, yang 

memiliki arti: ―Apabilal telah ditunaikanl sholat, 

makal bertebaranlah kamul di mukal bumi, danl 

carilah karunial Allah danl ingatlah Allahl banyak-

banyakl supaya kamul beruntung‖. (lQS. lAl-lJumu‘ah 

[l62]: l10)
64

 

Etosl kerja merupakanl senjata utamal dalam 

memerangil kemiskinan. Etos kerja adalahl sarana 

pertamal untuk menghasilkanl harta bendal dan 

membangunl kesejahteraan lmasyarakat. Dalaml etos 

kerjal terkandung ―lspirit‖ ataul semangat untukl 

mengubah sesuatul menjadi jauhl lebih lbaik. Etosl 

kerja juga dapat memerangi kemiskinanl sehinggal 

seseorang dapatl danl mampu keluarl dari jurangl 

kemiskinan.
65

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Padal Tabel l2.1l akan diuraikanl mengenai lpenelitian-

penelitianl terdahulu yangl mendukung terhadapl penelitian lini. 

Melaluil penelitian terdahulul maka dapatl diketahui pengaruhl antar 

variabell independen denganl variabel dependenl yang telahl di uji 

padal penelitian sebelumnyal dan dapatl mendukung penelitianl yang 

akanl dilaksanakan oleh peneliti. Adapunl paparan mengenail 

penelitian-penelitianl terdahulu adalahl sebagai lberikut: 

                                                             
64 QS. Al-Jumu’ah Ayat 10. 
65 Ilmi. 



 

40 

 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

Nol Penelitian dan 

Tahunl 

Judull Hasill Penelitian 

1 Sayifullah dan Tia 

Ratu Gandasari 

 

Jurnal Ekonomi-

Qu, Vol. 6, No. 2, 

2016 

 

Pengaruh Indeks 

Pembangunan 

Manusia dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Kemiskinan di 

Provinsi Banten 

 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa secara 

simultan ada 

pengaruh antara 

variabel indeks 

pembangunan 

manusial dan 

pengangguranl 

terhadap 

lkemiskinan. 

Kemudianl 

secara parsiall 

variabel indeksl 

pembangunan 

manusial 

mempunyai 

pengaruhl positif 

danl signifikan 

terhadapl 

variabel 

lkemiskinan, 

sedangkanl 

variabel 

pengangguranl 

menunjukkan 

hasill yang tidakl 

signifikan 

terhadapl 

variabel 

kemiskinanl 

 Persamaan: 

a. Menggunakan Danal Desa sebagail variabel 

independenl 

b. Menggunakan Tingkat Kemiskinanl sebagai 

variabell dependen 

Perbedaan: 
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a. Pada penelitian terdahulu menambahkan 

Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabell 

dependen, sedangkan padal penelitian inil 

menambahkan Indeksl Pembangunan Manusial 

(IPM) danl Tingkat Pengangguran sebagai variabel 

independen 

b. Pada penelitian ini menggunakan software SPSS 21 

dengan analisis linier berganda, sedangkan pada 

penleitian terdahulu menggunakan software Eviews 

dengan regresi data panel  

2 Dianti Lalira, 

Amran T. Nakoko, 

Ita Pingkan F. 

Rorong 

 

Jurnal Berkala 

Ilmiah Efisiensi, 

Vol. 18, No. 4, 

2018 

Pengaruh Dana 

Desa dan Alokasi 

Dana Desa 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan dil 

Kecamatan 

Gemeh 

Kabupaten 

Kepulauan 

Talaud 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa danal 

desa danl alokasi 

danal desa tidak 

signifikan secara 

statistik terhadap 

kemiskinan. 

Secara simultan 

danal desa danl 

alokasi danal 

desa tidakl 

memiliki 

pengaruhl 

terhadap tingkatl 

kemiskinan 

 Persamaan: 

a. Menggunakan Danal Desa sebagail variabel 

independenl 

b. Menggunakanl Kemiskinan sebagail variabel 

dependenl 

Perbedaan: 

a. Pada penelitian terdahulu menambahkan Alokasi 

Dana Desa sebagai variabel independen, sedangkan 

pada penelitianl ini menambahkan Indeksl 

Pembangunan Manusial dan Tingkat 

Pengangguranl sebagai variabell independen 

b. Pada penelitian ini menggunakan software SPSS 21 

dengan analisis linier berganda, sedangkan pada 

penleitian terdahulu menggunakan software Eviews 
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dengan regresi data panel 

3 Madel Krisna 

Kalpikal Sunu danl 

Made Suyanal 

Utama 

 

lE-Jurnall 

Ekonomi danl 

Bisnis Universitasl 

Udayana, Vo. 8, 

No. 8, 2019 

Pengaruhl Dana 

Desal Terhadap 

Tingkatl 

Kemiskinan dan 

Kesejahteraanl 

Masyarakat di 

Kabupatenl Bali 

Hasill dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwal dana 

desal 

berpengaruh 

positif danl 

signifikan 

terhadapl 

kesejahteraan 

lmasyarakat. 

Sedangkan 

tingkatl 

kemiskinan 

berpengaruhl 

negatif danl 

signifikan 

terhadapl 

kesejahteraan 

lmasyarakat. 

 Persamaan: 

a. Menggunakan Danal Desa sebagail variabel 

independenl 

b. Menggunakan Tingkat Kemiskinanl sebagai 

variabell dependen 

Perbedaan: 

a. Pada penelitian terdahulu menambahkan 

Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabell 

dependen, sedangkan padal penelitian inil 

menambahkan Indeksl Pembangunan Manusial 

(IPM) danl Tingkat Pengangguran sebagai variabel 

independen 

b. Pada penelitian ini menggunakan software SPSS 21 

dengan analisis linier berganda, sedangkan pada 

penleitian terdahulu menggunakan software Eviews 

dengan regresi data panel 

4 Saparuddin 

Mukhtar, et al 

 

Jurnal Ecoplan, 

Analisis Pengaruh 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia dan 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Indeks 

Pembangunan 
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Vol. 2, No. 2, 2019 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

Terhadap 

Kemiskinan di 

Indonesia 

Manusia 

berpengaruh 

signifikan 

negatif terhadap 

kemiskinan. 

Sementaral itu 

pengangguranl 

terbuka tidakl 

berpengaruh 

signifikanl 

terhadap 

kemiskinanl 

 Persamaan: 

a. Menggunakan Indeksl Pembangunan Manusial 

(IPM) danl Tingkat Pengangguranl sebagai 

variabell independen 

b. Menggunakan Kemiskinanl sebagai variabell 

dependen 

c. Menggunakanl software SPSSl dengan analisisl 

regresi linierl berganda 

Perbedaan: 

a. Penelitianl ini menambahkan Dana Desa sebagai 

variabel independen 

5 R. Bambang 

Budhijana 

 

Jurnal Ekonomi, 

Manajemen dan 

Perbankan, Vol. 5, 

No. 1, 2019 

Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

dan 

Pengangguran 

Terhadapl 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Indonesia Tahun 

2000-2017 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap tingkat 

lkemiskinan. 

Indeksl 

Pembangunan 

Manusial 

memiliki 

pengaruhl 

negatif yang 

signifikanl 

terhadap tingkatl 
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kemiskinan. 

Pengangguranl 

memiliki 

pengaruhl positif 

signifikanl 

terhadap tingkatl 

kemiskinan 

 Persamaan: 

a. Menggunakan Indeksl Pembangunan Manusial dan 

Pengangguranl sebagai variabell independen 

b. Menggunakan Kemiskinanl sebagai variabell 

dependen 

Perbedaan: 

a. Pada penelitian ini menambahkan Dana Desa 

sebagail variabel independenl 

b. Pada penelitian ini menggunakan software SPSS 21 

dengan analisis linier berganda, sedangkan pada 

penleitian terdahulu menggunakan software Eviews 

dengan regresi data panel 

6 Mufti Arief 

Arfiansyah  

 

Jurnal Studi Islam 

danl Sosial, lVol. 

1, lNo. 1, 2020 

 

Pengaruh Dana 

Desa dan Indeks 

Pembangunan 

Manusia terhadap 

Kemiskinan di 

Provinsil Aceh 

 

Dampak Dana 

Desa Dalam 

Penanggulangan 

Kemiskinanl di 

Jawal Tengahl 

Hasill dari 

penelitianl ini 

menunjukkanl 

bahwa dana desa 

berpengaruhl 

negatif terhadapl 

kemiskinan. 

Sedangkan 

pertumbuhanl 

ekonomi 

berpengaruhl 

negatif terhadapl 

kemiskinan. 

 

 Persamaan: 

a. Menggunakan Danal Desa sebagail variabel 

independenl 

b. Menggunakanl Kemiskinan sebagail variabel 

dependenl 

Perbedaan: 

a. Pada penelitianl ini menambahkan Indeksl 

Pembangunan Manusial (IPM) danl Tingkat 
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Pengangguranl sebagai variabell independen 

b. Pada penelitian ini menggunakan software SPSS 21 

dengan analisis linier berganda, sedangkan pada 

penleitian terdahulu menggunakan software Eviews 

dengan regresi data panel 

7 Heri Tarmizi dan 

Miksalmina  

 

Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa (JIM), 

Vol. 5, No. 4, 2020 

 

Pengaruh Dana 

Desa dan Indeks 

Pembangunan 

Manusia terhadap 

Kemiskinan di 

Provinsil Aceh 

 

Hasil penelitian 

menyatakan 

bahwa dana desa 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan, 

sedangkanl 

indeks 

pembangunanl 

manusia 

berpengaruhl 

negatif danl 

signifikan 

terhadapl 

kemiskinan 

 Persamaan: 

a. Menggunakan Danal Desa danl Indeks 

Pembangunanl Manusia (lIPM) sebagai variabell 

independen  

b. Menggunakan Kemiskinanl sebagai variabell 

dependen 

Perbedaan: 

a. Padal penelitian inil menambahkan Tingkat 

Pengangguran sebagai variabell independen 

b. Pada penelitian ini menggunakan software SPSS 21 

dengan analisis linier berganda, sedangkan pada 

penleitian terdahulu menggunakan software Eviews 

dengan regresi data panel 

8 Tri Angga Sigit 

dan Ahmad 

Kokasih 

 

Jurnal 

Perbendaharaan, 

Keuangan Negara 

dan Kebijakan 

Pengaruh Dana 

Desa Terhadap 

Kemiskinan: 

Studi Tingkat 

Kabupaten/Kota 

di Indonesia 

Hasil penelitian 

menyatakan 

bahwa 

penyaluran dana 

desa 

berpengaruh 

negatif terhadap 

jumlah penduduk 
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Publik, Vol. 5, No. 

2, 2020 

miskin. Variabel 

lain meliputi 

alokasil dana 

desal dan PDRB 

berpengaruhl 

negatif terhadapl 

jumlah 

pendudukl 

miskin. Variabell 

belanja modal 

tidakl 

berpengaruh 

terhadapl 

penduduk 

miskinl 

 Persamaan: 

a. Menggunakan Danal Desa sebagail variabel 

independenl 

b. Menggunakanl Kemiskinan sebagail variabel 

dependenl 

lPerbedaan: 

a. Padal penelitian terdahulul menggunakan Alokasi 

Dana Desa sebagail variabel lindependen, 

sedangkanl pada penelitianl ini menambahkan 

Indeksl Pembangunan Manusial dan Tingkat 

Pengangguranl sebagai variabell independen 

b. Pada penelitian ini menggunakan software SPSS 21 

dengan analisis linier berganda, sedangkan pada 

penleitian terdahulu menggunakan software Eviews 

dengan regresi data panel 

9 Eril Bukhari  

 

Jurnall Kajian 

lIlmiah, Vol. 21, 

No. 2, 2021 

Pengaruhl Dana 

Desal dalam 

Mengentaskanl 

Kemiskinan 

Penduduk Desa 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa dana desa 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan. 

 Persamaan: 

a. Menggunakan Dana Desa sebagai variabel 
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independen 

b. Menggunakanl software SPSSl dengan analisisl 

regresi linierl berganda 

Perbedaan: 

a. Pada penelitianl terdahulu menggunakan jumlah 

penduduk miskin pedesaan sebagail variabel 

ldependen, sedangkanl pada penelitianl ini 

menggunakanl Tingkat Kemiskinan sebagail 

variabel dependenl. 

b. Penelitianl ini menambahkan Indeksl Pembangunan 

Manusial (IPM) danl Tingkat Pengangguranl 

sebagai variabell independen 

10 Ristanto Abdullah 

 

Jambura 

Economic 

Education Journal, 

Vol. 4, No. 2, 2022 

Pengaruh Dana 

Desa Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Gorontalo 

Hasil penelitian 

menyatakan 

bahwa Dana 

Desa 

berpengaruh 

signifikanl 

dengan arahl 

hubungan 

negatifl terhadap 

Tingkatl 

Kemiskinan 

 Persamaan: 

a. Menggunakan Danal Desa sebagail variabel 

independenl 

b. Menggunakan Kemiskinanl sebagai variabell 

dependen 

Perbedaan: 

a. Pada penelitianl ini menambahkan Indeksl 

Pembangunan Manusial dan Pengangguranl 

sebagai variabell independen 

b. Pada penelitian ini menggunakan software SPSS 21 

dengan analisis linier berganda, sedangkan pada 

penleitian terdahulu menggunakan software Eviews 

dengan regresi data panel 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yaitu model dalam konsep mengenai 

bagaimanal teori berkesinambungan denganl berbagai faktorl yang 

telahl diidentifikasi sebagail masalah yangl penting.
66

 Berdasarkanl 

pada landasanl teori yangl telah diuraikanl diatas mengenai variabel 

Dana Desa (lX1), Indeksl Pembangunan Manusial (lX2), Tingkatl 

Pengangguran (lX3) berpengaruh terhadapl tingkat Kemiskinanl (lY). 

maka modell kerangka berpikirl dapat digambarkanl sebagai lberikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Danal desal ialah danal yangl bersumberl daril Anggaranl 

Pendapatanl danl Belanjal Negaral (lAPBN) yangl ditujukan 

untukl desa yangl ditransfer melaluil Anggaran Pendapatanl dan 

Belanjal Daerah (lAPBD) kabupatenl atau kotal prioritasnya 

digunakanl terkait pelaksanaanl pembangunan danl 

pemberdayaan masyarakatl desa.
67

 

Didukungl oleh penelitianl yang dilakukanl oleh Tarmizi 

danl Miksalmina dengan judul ―Pengaruhl Dana Desal dan 

Indeksl Pembangunan Manusial terhadap Kemiskinanl di 

Provinsil Aceh‖. Hasil dari penelitianl ini menyatakanl bahwa 

                                                             
66 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

CV. Alfabeta, 2015). 
67 Indonesia, Buku Pintar Dana Desa. 

Dana Desa (X1) 

Indeks Pembangunan 

Manusia (X2) 

Tingkat 

Pengangguran (X3) 

Kemiskinan (Y) 

H1 

H2

H3



 

49 

 

danal desa berpengaruhl positif danl signifikan.
68

 Selain itu juga 

sejalan dengan penelitian Abdullah tahun 2022 denganl judul 

―Pengaruhl Dana Desal Terhadap Tingkat Kemiskinanl di 

Gorontalo‖ yang menyatakan bahwal Dana Desal berpengaruh 

signifikanl dengan arahl hubungan negatifl terhadap Tingkatl 

Kemiskinan.
69

 Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesisl yang 

diajukan adalahl sebagai lberikut: 

lH1: Dana Desa berpengaruhl signifikan terhadapl Kemiskinan 

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

Indeksl Pembangunan Manusial yaitu penduduk yang 

dapat akses pembangunan yang memperoleh pendapatan, 

pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Indeksl Pembangunan 

Manusial adalah indikatorl yang pentingl dalam mengukurl 

keberhasilan suatu upayal pembangunan kualitasl hidup 

lpenduduk/standar hidup yang layak.
70

 

Kualitasl sumber dayal manusia dilihat daril tingkat 

pendidikanl dan lkesehatan. Apabila tingkatl pendidikan danl 

kesehatan  tinggil maka akanl menyebabkan produktivitasl yang 

tinggil sehingga akan terjadil peningkatan pada lpendapatan. 

Apabila tingkatl pendidikan, tingkatl kesehatan, danl tingkat 

pendapatanl ltinggi, makal Indeks Pembangunanl Manusia jugal 

akan ltinggi. lSebaliknya, jikal Indeks Pembangunan Manusia 

rendah maka akan mengakibatkan padal rendahnya produktivitasl 

kerja daril penduduk. Produktivitasl yang rendahl akan berakibatl 

pada rendahnyal perolehan lpendapatan, sehinggal dengan 

rendahnyal pendapatan akan menyebabkanl tingginya jumlahl 

penduduk lmiskin. Olehl karenal itul upaya untuk meningkatkanl 

kualitas pembangunanl manusia baikl dari aspekl pendidikan, 

lkesehatan, danl ekonomi dilakukanl untuk mengurangil tingkat 

lkemiskinan. 

Didukung oleh penelitianl yang dilakukanl oleh Tarmizi 

danl Miksalmina denganl judul ―Pengaruhl Dana Desal dan 

Indeksl Pembangunan Manusial terhadap Kemiskinanl di 

Provinsil Aceh‖. Hasill dari penelitianl ini menyatakan bahwal 

Indeks Pembangunanl Manusia berpengaruhl negatif signifikanl 

terhadap tingkatl kemiskinan.
71

 Selain itu juga sejalan dengan 

                                                             
68Heri Tarmizi, & Miksalmina, ―Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan 

Manusia 
69 Abdullah. 
70 ‗Badan Pus. Stat.‘ 
71 Tarmizi and Miksalmina. 
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penelitian Dewintari tahun 2020 denganl judul ―Pengaruhl Indeks 

Pembangunanl Manusia (lIPM), Pertumbuhanl Ekonomi danl 

Tingkat Pengangguranl Terbuka Terhadapl Tingkat Kemiskinanl 

di Provinsil Papua‖ yangl menyatakan bahwal Indeks 

Pembangunanl Manusia berpengaruhl negatif danl signifikan 

terhadapl kemiskinan.
72

 Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesisl 

yang diajukan adalahl sebagai lberikut: 

lH2: Indeksl Pembangunan Manusial berpengaruh signifikanl 

terhadap Kemiskinanl 

3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Menurutl Badan Pusatl Statistik (lBPS) dalaml indikator 

lketenagakerjaan, pengangguranl adalah pendudukl yangl aktifl 

mencari lpekerjaan, pendudukl yang sedangl mempersiapkan 

pekerjaan/usahal baru, pendudukl yang tidakl mencari pekerjaanl 

karena merasal tidak akan mendapatl lpekerjaan, danl pendudukl 

yangl tidakl aktifl mencaril pekerjaanl denganl alasanl 

mempunyail pekerjaan tetapil belum mulail bekerja.
73

 Turunnyal 

kesejahteraan masyarakatl yang dikarenakan menganggurl akan 

meningkatkanl penduduk terjebakl didalam kemiskinanl karena 

tidakl memiliki lpendapatan. Pengangguranl yang terciptal 

akibatl dari pertambahanl lowonganl pekerjaanl yangl lebihl 

rendah daril pertambahanl tenagal lkerja. Pengangguranl terbuka 

jugal dapat diakibatkanl dari kegiatanl ekonomi yang menurun, 

kemajuan teknologi, dan kemunduran perkembangan suatu 

industri.
74

 

Didukung oleh penelitianl yang dilakukanl oleh 

Budhijana tahunl 2019 denganl judul ―Analisisl Pengaruh 

Pertumbuhanl Ekonomi, Indeksl Pembangunan Manusial (lIPM) 

danl Pengangguran Terhadapl Tingkat Kemiskinanl di Indonesial 

Tahun l2000-l2017‖. Hasill dari penelitianl inil menunjukkanl 

bahwal pengangguranl memilikil pengaruh positifl danl 

signifikanl terhadap lkemiskinan.
75

 Selainl itu jugal sejalan 

                                                             
72 Indah Dewintari Sinaga, ‗PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN 

MANUSIA (IPM), PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT PENGANGGURAN 

TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA TAHUN 

2015 – 2019‘, 2020, 50. 
73 ‗Badan Pusat Statistik- Tenaga Kerja‘. 
74 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, 3rd edn (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2012). 
75 R. Bambang Budhijana, ‗Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index 

Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 
Indonesia Tahun 2000-2017‘, Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of 
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dengan penelitian Andhykha et al tahun 2018l dengan judull 

―Analisisl Pengaruh lPDRB, Tingkatl Pengangguran, danl IPM 

Terhadapl Tingkat Kemiskinanl di Provinsil Jawa lTengah‖ yangl 

menyatakan bahwal tingkat pengangguranl berpengaruh positifl 

terhadap tingkatl kemiskinan.
76

 Berdasarkanl hal ltersebut, makal 

hipotesis yangl diajukan adalahl sebagai lberikut: 

H3: Tingkat Pengangguranl berpengaruh signifikanl terhadap 

Kemiskinanl  

  

                                                                                                                                         
Economics, Management and Banking), 5.1 (2020), 42 
<https://doi.org/10.35384/jemp.v5i1.170>. 

76 Ridho Andhykha, Herniwati Retno Handayani, and Nenik Woyanti, ‗Analisis 

Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 

Provinsi Jawa Tengah‘, Media Ekonomi Dan Manajemen, 33.2 (2018), 113–23 
<https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>. 


